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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 25 TAHUN  2022 

TENTANG  

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

 NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi 

Khusus, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 

Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  

Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Nomor 38 

Tahun 2021 tentang alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau  bagian Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah 

Daerah Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Kepala Dinas 

Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Dinas 

Sosial,  Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sekretaris Daerah,  Kepala 

Badan Keuangan Daerah, Camat Weru, Camat Bulu, Camat 

Baki, tentang Permohonan Mendahului Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,  
sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;  
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b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf E, Hal Khusus Lainnya 

butir 12  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  

Tahun  2021 tentang  Pedoman   Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 

mengatur Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan 

yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang 

penggunaanya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal 

penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud 

penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun 

berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas 

penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan 

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan 

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau 

ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 

2022; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo 

Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu 

diubah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah  diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 179); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 252); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

289); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 251); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2021 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  300); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 36 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 525);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun  2020  

tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun  2021  

tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  dan  

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);  

24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 

Nomor 13); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 Lampiran I dan Lampiran II, dalam Peraturan 

Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 73) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut : 

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah berdasarkan Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
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Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 12 Mei 2022 
 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

ttd. 
  

             WIDODO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2022 NOMOR 25 
 

2. Lampiran II Nomor Kode 1.01.2.22.3.26.06 Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan,  Kode 

1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan, Kode 

1.02.0.00.0.00.01.01 Rumah Sakit Umum 

Daerah, Kode 1.03.2.10.0.00.01 Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kode 

1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial,  Kode 

2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, dan 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak, Kode 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan, 

Kode 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Kode 3.27.3.25.0.00.01 Dinas Pertanian dan 

Perikanan, Kode 3.31.3.32.0.00.11 Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kode 

4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah, Kode 

5.02.0.00.0.00.04 Badan Keuangan Daerah, 

Kode  7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Weru, 

Kode  7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Bulu, 

Kode  7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Baki, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
 

Ditetapkan  di  Sukoharjo 

pada tanggal 12 Mei 2022 

BUPATI SUKOHARJO, 

 ttd. 
 

ETIK SURYANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

RETNO WIDIYANTI B, SH 
Penata Tingkat I 

NIP. 19790801 200501 2 010 
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